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BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kehadiran pekerja anak di berbagai daerah dan kegiatan usaha
sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Dengan melihat keadaan Indonesia saat ini
yaitu terutama dari faktor ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia
sekitar tahun 1997-1998 menyebabkan banyak orang yang tidak bisa memenuhi
atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Terjadinya krisis ekonomi tersebut secara
langsung atau secara tidak langsung berimbas pada terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) secara masal. Dampak nyata dari semua itu adalah
meningkatnya jumlah pengangguran atau penduduk miskin. Masalah
perekonomian keluarga menyebabkan banyak anak putus sekolah. Untuk
membantu perekonomian keluarga, anak memutuskan untuk bekerja. Ini berarti
anak melibatkan diri kedalam masalah perburuhan, yang termasuk di dalamnya
masalah pekerja. Anak terpaksa bekerja di usia dini, demi mencukupi kebutuhan
hidupnya. Anak-anak yang bekerja di sektor pekerjaan yang tergolong berbahaya
bagi keselamatan, kesehatan, dan moral anak adalah bagian dari kelompok anak-
anak rawan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang
memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Anak

1
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Indonesia merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan
kewajiban ikut serta dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Anak
merupakan subyek pembangunan nasional, dan oleh karena sebagai anak yang
kondisi fisik, mental, dan moralnya tidak akan atau belum mampu untuk
melengkapi dan mengembangkan dirinya, maka perlu adanya kesejahteraan anak,
termasuk masalah perlindungannya juga. Anak merupakan subyek hukum
maksudnya yaitu kepentingan dan hak-hak mendapat jaminan, pengakuan dan
perlindungan. Pasal 64 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyatakan :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan

eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya,

sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan
sosial, dan mental spiritualnya.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti latar belakang
kultural, faktor permintaan, masalah sosial ekonomi keluarga, perbedaan tingkat
pendapatan antara desa dan kota, realokasi industri dan pertumbuhan pesat
industri manufaktur, lemahnya pengawasan hukum, kurangnya apresiasi terhadap
pendidikan dan lain-lain." Hal-hal tersebut diatas merupakan faktor-faktor anak
terpaksa bekerja atau terlibat dalam kegiatan produktif. Misal dari faktor kultural,
dengan melihat keadaan Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu orang tua
yang biasanya bekerja sebagai petani, lebih senang membiarkan atau mengajak

anaknya untuk ikut bekerja di sawah. Ditinjau dari faktor permintaan, pengusaha

sering dengan sengaja memilih untuk mempekerjakan anak daripada

' Bagong Suyanto, Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan dasar
di Jawa Timur, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, h. 8.
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mempekerjakan buruh dewasa. Hal ini demikian sebabnya karena buruh anak
lebih penurut, mau dibayar dengan upah rendah, waktu bekerja antara buruh anak
dengan buruh dewasa sama, serta mudah diatur.? Faktor lemahnya terhadap
pengawasan hukum yaitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha
disebabkan kurangnya kontrol, pengawasan hukum atau perangkat peraturan yang
kurang memadai. Masalah sosial ekonomi keluarga, disini maksudnya yaitu sama
halnya dengan faktor kemiskinan. Faktor ini merupakan sebab paling mendasar di
mana krisis ekonomi secara nyata menurunkan tingkat pendapatan penduduk
karena banyak kesempatan kerja yang hilang dan tingkat inflasi yang tinggi.
Sebagai contoh di lingkungan rumah tangga desa di jawa, anak-anak dari keluarga
miskin terpaksa ikut bekerja dan mencari nafkah sebagai pembantu di rumahnya
sendiri atau bekerja dalam usaha lain. Biasanya jika tenaga kerja wanita (istri)
dipandang belum dapat memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi, maka
anak-anak yang belum dewasa pun tak segan-segan diikutsertakan dalam
menopang kegiatan ekonomi rumah tangga. Di sini, anak-anak tersebut tidak
terbatas hanya bekerja membantu orang tua, melainkan juga bekerja di sektor
publik sebagai buruh upahan.’

Buruh anak, pekerja anak, atau anak-anak yang terpaksa bekerja, pada
dasarnya adalah istilah-istilah untuk menggambarkan profil anak-anak (di
pedesaan) yang kurang beruntung, anak-anak dari keluarga miskin yang dalam

masa kanak-kanaknya terpaksa tidak dapat menikmati waktu bermain secara

> M. Joni, Aspek Perundangan Anak Dalam Perspektif Hak Anak, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999.

3 Bagong Suyanto, loc. cit.
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cukup, bahkan anak menjadi terlantar kelangsungan pendidikannya. Bagi sebagian
besar masyarakat desa dan keluarga miskin, keterlibatan anak-anak dalam
kegiatan produktif biasanya tidak dianggap sebagai masalah, bahkan acapkali
dinilai sebagai bagian proses pembelajaran bagi anak-anak menuju kemandirian
dan ketegarannya menghadapi masa depan. Meski demikian, kita tidak dapat
menutup mata, anak-anak yang terpaksa bekerja terlebih di sektor yang terkategori
berbahaya sesungguhnya amat rentan terhadap eksploitasi ekonomi, mereka rawan
diperlakukan salah. Dan yang tak kalah penting, mereka umumnya juga
kehilangan kesempatan untuk melangsungkan pendidikannya secara layak.*

Dari segi pendidikan, anak yang bekerja cenderung mudah putus sekolah,
baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu maupun putus sekolah dahulu
baru kemudian bekerja. Bagi anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang
sering kali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan
faktor-faktor lain yang bersifat struktural, tak pelak anak terpaksa memilih putus
sekolah di tengah jalan.’ Sepintas lalu, mungkin benar sebagian pekerja anak
mengaku dapat membagi waktu antara bekerja dan bersekolah. Tetapi sekolah
bagi para pekerja anak terlebih mereka yang bekerja berjam-jam setiap hari,
apalagi yang bekerja di sektor berbahaya acapkali hanya sekadar proses yang
mesti dilewati. Pekerja anak yang masih sekolah, terutama adalah anak-anak yang
masih berusia belia sekitar 10-13 tahun yang rata-rata masih belum lulus SD. Bila

mengikuti program pemerintah, wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) 9 tahun,

4 Bagong Suyanto, Beban Ganda dan Dilema Guru, 21 Januari 2002, versi elektronik
dapat dijumpai di http://www.yahoo.com

° Bagong Suyanto, op. cit., h. 6-7.
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sebetulnya anak-anak yang masih terkategori usia sekolah sekitar 6-15 tahun
diharapkan tetap melanjutkan pendidikan minimal hingga lulus SLTP. Tetapi bagi
anak-anak dari keluarga miskin di pedesaan, akibat beban pekerjaan yang terlalu
berat dan suasana lingkungan yang kontra produktif, jangankan lulus SLTP,
belum lulus jenjang SD pun banyak pekerja anak yang terpaksa sudah harus putus
sekolah. Seorang anak dari keluarga miskin yang hidup pas-pasan, dan setiap hari
harus masuk kerja pukul 07.00 dan baru pulang sekitar pukul 17.00, jelas mereka
tidak memiliki waktu sedikit pun untuk belajar, terlebih untuk bersekolah di
lembaga pendidikan formal. Bahkan untuk mengikuti program pendidikan
alternatif, misalnya bukan tidak mungkin akan sulit diikuti baik oleh pekerja anak
karena terbatasnya waktu. Biasanya seorang pekerja anak meski sudah setengah
hari bekerja, ketika sampai di rumah umumnya masih ada sejumlah pekerjaan
rumah tangga yang harus diselesaikan, seperti mencuci baju miliknya sendiri,
menyapu rumah, atau mengasuh adiknya yang masih kecil.®

Anak-anak keluarga miskin bukan saja rawan putus sekolah, tetapi mereka
tidak jarang terpaksa harus terlibat pekerjaan berbahaya saat usianya masih
tergolong dini. Menurut Konvensi ILO No. 182, sebetulnya semua anak yang
masih berusia di bawah 18 tahun, tidak diperkenankan bekerja di sektor yang
tergolong berbahaya. Namun yang merisaukan ternyata pada usia 11-14 tahun
pun, cukup banyak anak-anak yang terpaksa harus mambantu orangtua dengan
cara terlibat jenis pekerjaan tertentu yang dapat mengganggu keselamatan,

kesehatan, dan moral anak. Secara fisik pekerja anak yang masih berusia belasan

% Bagong Suyanto, Beban Ganda, versi elektronik dapat dijumpai di
http://www.google.com
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tahun, terlebih yang masih berusia di bawah 11 tahun, tentu tidak sebanding
dengan beban pekerjaan yang harus mereka tanggung. Karena tekanan
kemiskinan, maka keterlibatan anak dalam pekerjaan apapun, asal menghasilkan
uang menjadi makin terbiasa.’

Sejak awal disadari bahwa pekerja anak adalah salah satu masalah sosial
dan masalah ketenagakerjaan yang merisaukan, tetapi sekaligus rumit karena
untuk memecahkannya dibutuhkan kemampuan untuk melakukan perlindungan,
pengaturan, serta perhatian, dan perlu mempertimbangkan dari berbagai sudut
kepentingan anak sebagai pekerja itu sendiri. Tidak mustahil terjadi, sekedar
melarang dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya terhadap
pekerja anak. Dan pihak yang mempekerjakan hanya akan melahirkan masalah
sosial baru, yang akan menghambat pengembangan dan pemberdayaan anak itu
sendiri di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas secara keseluruhan, maka permasalahan dalam
penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

o Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pekerja anak ?
2} Apa sajakah hak-hak normatif pekerja anak di bidang kesehatan dan

keselamatan kerja ?

" Ibid
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2. Penjelasan Judul
Judul dalam penulisan skripsi ini yaitu Perlindungan Hukum bagi Pekerja
Anak. Dari judul tersebut dapat diuraikan lagi dalam beberapa pengertian.
Perlindungan Hukum menurut Philipus Mandiri Hadjon, yaitu:
“Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada 2
kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah,
permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap
pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan
ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si
lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi
pekerja terhadap pengusaha, perlindungan bagi penggarap tanah terhadap
pemilik (tuan tanah).”™
Pengertian Pekerja menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian Anak menurut pasal
1 ayat (26) adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Menurut
ketentuan tersebut di atas, maka yang dimaksud Pekerja Anak adalah orang laki-
laki atau wanita yang berumur kurang dari 18 tahun yang bekerja di dalam
hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Jadi secara garis besar
atau secara keseluruhan penjelasan judul di dalam penulisan skripsi ini yaitu
perlindungan yang diperuntukkan untuk para pekerja khususnya anak-anak usia

dibawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja pada pengusaha

dengan menerima upah atau gaji yang seringkali mendapat perlakuan tidak adil

® R. Indriarsono dan M. J. Saptenno, Hukum Perburuhan: Perlindungan Hukum Bagi
Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, CV. Karunia 1996, h.12 dikutip
dari P.M. Hadjon, Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, Makalah, 3 November
1994,
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dari pengusaha, beserta hak-hak kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan yang

seharusnya didapatkan oleh pekerja anak.

3. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang padat jumlah
penduduknya. Indonesia masuk dalam ranking 5 besar jumlah penduduk yang
terpadat, setelah Rusia dan Cina.’ Padatnya jumlah penduduk tersebut di
Indonesia tidak diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekitar tahun 1997-1998
menyebabkan banyaknya jumlah pekerja anak meningkat tajam dari tahun ke
tahun. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah, karena orang tua mereka tidak
mampu lagi membiayai mereka untuk sekolah.

Alasan penulis memilih judul pekerja anak yaitu karena masalah pekerja
anak adalah masalah yang membutuhkan suatu perhatian dan penanganan khusus.
Anak-anak tersebut terpaksa bekerja, mungkin karena tuntutan faktor ekonomi
dari keluarganya. Yang scharusnya mereka masih sekolah dan bermain, tapi
terpaksa mereka harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Perhatian
khusus disini maksudnya yaitu pekerja anak membutuhkan suatu perlindungan,
serta supaya kesejahteraan dan kesehatan mereka juga terpenuhi. Anak-anak di
bawah umur adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, mereka perlu diberi
perlindungan dari sikap orang dewasa (majikan atau pengusaha) yang bertindak

sewenang-wenang dan tidak adil.

® www.detik.com
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Banyak pengusaha vang lebih senang menggunakan pekerja anak, karena
lebih memberikan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak dasar dari
anak-anak tersebut. Pekerja anak dinilai pasif, penurut, tidak banyak menuntut,
dan bahkan mereka bersedia bekerja dengan waktu yang penuh tanpa
memperhatikan kemampuan dan kesehatan mereka, karena memang kondisi
ekonomi mereka yang menuntutnya.

Dengan adanya keadaan tersebut, maka semakin menekan posisi pekerja
anak yang lemah, karena mereka masih dibawah umur. Sementara disisi lain pihak
pengusaha atau majikan selaku pihak yang kuat secara sosial ekonomi, mereka
semakin berkuasa dan memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan dan
perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja anak. Oleh karena itu perlu kiranya
untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah perundang-undangan
bidang ketenagakerjaan. Yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam

penulisan skripsi ini.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan utama untuk memenuhi syarat
agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu juga untuk mengetahui
bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak, terutama yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban mereka. Selain itu pula diharapkan menjadi sumbangan
pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik teori maupun
praktik, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Juga sebagai

masukan dalam mata kuliah hukum perburuhan.
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5. Metode Penulisan
a. Pendekatan Masalah

Tipe Penelitian ini adalah Penelitian Hukum, karena Penulisan ni
dilakukan melalui Pendekatan Juridis Normatif, yaitu dalam pembahasan
permasalahan yang ada dalam penulisan ini berkaitan dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Jadi, pembahasan permasalahan mengacu pada peraturan hukum
yang ada. Dalam hal ini yaita BW (Burgerlijk Wetboek), Undang-undang No. 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No. 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP
No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, PP No. 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

terkait dengan Perburuhan, khususnya Perlindungan hukum bagi Pekerja Anak.

b. Sumber Bahan hukum

Sumber Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Sumber Bahan Hukum
Primer ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu BW (Burgerlijk
Wetboek), Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah,
PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak, serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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Sumber Bahan Hukum Sekunder. diperoleh melalui literatur dan internet

yang berkait dengan Perlindungan hukum bagi pekerja anak.

Ca Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, yaitu bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan seleksi dengan cara mengambil
bahan yang berkaitan dengan judul skripsi. Kemudian dilakukan pengolahan
untuk penajaman terhadap bahan hukum dengan saling mengaitkan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya diuraikan dan
dibahas secara sistematis yang dilakukan dengan memasukkan hasil pengolahan

bahan hukum sesuai dengan pembahasan setiap bab.

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, analisis bahan hukum menggunakan Metode
analisis interpretatif, yaitu dengan menginterpretasi bahan hukum yang telah
diperoleh. Yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang —
undangan, yaitu BW (Burgerlijk Wetboek), Undang-undang No. 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 8§
Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha
Kesejahteraan Anak. Serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur

dan internet.
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6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bab dan masing — masing
terdiri dari sub — sub bab, sebagai berikut :

Bab I, membahas tentang Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang
masalah dan rumusan masalahnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul,
tujuan penulisan, metode penulisan dan pertanggungjawaban sistematika. Dalam
bab I ini akan dijelaskan secara singkat mengenai Perlindungan Hukum bagi
Pekerja Anak. Penjelasan singkat tersebut akan diuraikan dalam latar belakang
masalah. Disini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap
kesejahteraan pekerja anak, yang meliputi hubungan kerja antara pengusaha
dengan pekerja anak, serta hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja anak. Selain
itu juga dijelaskan mengenai Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi
pekerja anak, yang meliputi pelaksanaan kesehatan bagi pekerja anak, serta
pelaksanaan keselamatan kerja bagi pekerja anak. Ada pula memuat mengenai
ketentuan—ketentuan hukum apa saja yang terkait dengan Perlindungan hukum
bagi pekerja anak, yang akan diuraikan dalam sumber bahan hukum. Ketentuan
hukum yang terkait dengan Perlindungan hukum bagi pekerja anak yaitu BW
(Burgerlijk Wetboek), Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-
undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan

Upah, PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Melalui

e s ansn e
B
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penggambaran dalam bab [ ini. diharapkan dapat memberikan suatu pengertian
dan penjelasan kepada pembaca sebelum akan melangkah pada bab selanjutnya.

Bab II, merupakan jawaban atas rumusan masalah pertama mengenai
Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Pekerja Anak. Selanjutnya dibagi
menjadi 2 sub bab yaitu yang pertama mengenai hubungan kerja antara pengusaha
dengan pekerja anak. Pada sub bab yang kedua, akan dijelaskan tentang hak dan
kewajiban pengusaha dan pekerja anak.

Bab III, merupakan jawaban atas rumusan masalah kedua yang berisi
tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja anak. Dalam
bab III sub bab yang pertama akan dijelaskan mengenai pelaksanaan kesehatan
bagi pekerja anak, sedangkan pada sub bab yang kedua akan dijelaskan mengenai
pelaksanaan keselamatan kerja bagi pekerja anak.

Bab IV adalah bab Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran. Bab IV ini
merupakan bab terakhir, berisikan tentang rangkuman secara garis besar dari
seluruh pembahasan mulai dari awal. Dalam bab IV ini (bab terakhir), selain
kesimpulan, juga disertai dengan penulisan saran yang mungkin dapat dijadikan

pertimbangan oleh pembaca setelah membaca skripsi ini.
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BAB 11
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN

PEKERJA ANAK

I. Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja Anak

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam
pembangunan bangsa dan Negara. Sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri
perlu diadakan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak agar dapat tumbuh
dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Masa anak-anak, merupakan hadiah yang terbaik bagi anak. Masa di mana
mereka dapat bermain dan bercanda secara bebas dan berkesempatan untuk
belajar semaksimal mungkin. Dalam konteks perkembangan anak, terlibat dalam
suatu permainan bukanlah sekedar bermain, justru dengan bermain itulah
sebenarnya anak belajar untuk menjadi pintar dalam berbagai macam hal. Selama
ini seringkali diyakini bahwa masa anak-anak adalah masa untuk pematangan
fisik, kecerdasan, emosional, sosial, dan pematangan susila. Waktu mereka
seharusnya dilewatkan dalam kegembiraan dan permainan, belajar dan tumbuh
sehat. Hidup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru.
Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun
sosial.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban

manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah
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putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak
memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental
dan spiritualnya secara maksimal. Dalam perundang-undangan, perhatian terhadap
anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No.
647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan
Wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengaiur
Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas kapal. Dilanjutkan pada tahun
1948 lahir Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No. 12 Tahun
1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir
pula Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan
Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
(29 Februari 1988). Secara internasional pada tanggal 20 November 1989,
lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak.
Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36
tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya
untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Undang-undang Pokok Tenaga
Kerja No. 12 Tahun 1948 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam
kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan disektor informal untuk
kebutuhan hidup keluarganya. Menyadari keadaan demikian pemerintah dengan
Permenaker No. 1 Tahun 1987, mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja. Di
mana untuk anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada izin tertulis dari
orang tua atau walinya, lama kerja maksimal 4 jam / hari, upah sama dengan

orang dewasa, tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat berbahaya
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bagi kesehatannya. Ketentuan ini jelas merupakan pengingkaran terhadap
Undang-undang No. 12 Tahun 1948 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1950 yang
memberlakukan Undang-undang No. 12 Tahun 1948 di seluruh Indonesia pada
saat jtu.'”

Pengusaha dan Pekerja Anak adalah dua pihak yang melakukan suatu
hubungan kerja. Hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja
disini maksudnya yaitu hubungan kerja yang timbul dari perjanjian kerja yang
diadakan untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu.’

Pengertian pekerja menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003
adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain. Sedangkan pengertian pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 13
Tahun 2003: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan,
atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menurut Iman Soepomo, hubungan kerja adalah hubungan pekerja dan
pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja dengan
pengusaha, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada

pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan

' Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 4.

' Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka
Cipta, Jakarta, 1990, h. 2.
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kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.'’
Pengertian Hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah.

Kemudian dalam Pasal 50 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Hubungan kerja terjadi karena adanya
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

Menurut pengaturan hukum perdata, seorang anak tidak dapat melakukan
perbuatan membuat perjanjian kerja. Ini disebabkan anak dianggap tidak cakap
membuat perjanjian karena belum dewasa. Pada Pasal 1601 g BW
memperkenankan seseorang yang belum dewasa mengadakan perjanjian kerja
memberikan kuasa oleh orang tuanya atau wali lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian kerja itulah yang
melahirkan adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Tanpa ada
perjanjian kerja terlebih dahulu maka tidak akan terjalin suatu hubungan kerja.

Perjanjian kerja mempunyai beberapa pengertian, dimana dalam bahasa
Belanda, Perjanjian kerja disebut Arbeidsorenkoms. Beberapa pengertian dari
Perjanjian kerja antara lain adalah:

. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan

2 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 70.
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pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan

kewajiban para pihak.

. Berdasarkan Pasal 1601 a BW Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
dimana pihak ke satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah
perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan
pekerjaan dengan menerima upah.

o Menurut Iman Soepomo Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana
pihak ke satu, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah
pada pihak lain yakni pengusaha, dan pengusaha mengikatkan diri untuk
mempekerjakan pekerja dengan membayar upah.l3
Dari pengertian-pengertian perjanjian kerja tersebut di atas dapat ditarik

beberapa unsur dari perjanjian kerja, antara lain yaitu:'*

a. Adanya unsur work atau pekerjaan.

Dalam perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (obyek
perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya
dengan seizin pengusaha, pekerja dapat menyuruh orang lain untuk
menggantikannya.

b. Adanya unsur perintah.

Dengan adanya pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha pada pekerja,
maka pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Adanya unsur perintah ini

B Ibid

' Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, h. 37.
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menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan
bawahan dan atasan (sub ordinansi).
C. Adanya unsur waktu.

Adanya unsur waktu ini dimaksudkan bahwa dalam melakukan pekerjaan
harus disepakati jangka waktunya. Hal ini sesuai dengan perumusan perjanjian
kerja pada Pasal 56 UU No. 13 Tahun 2003, yakni perjanjian kerja dibuat untuk
waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, demikian juga yang tercantum
pada pasal 1601 a BW.

d. Adanya upah.

‘Unsur upah ini merupakan unsur yang paling penting dalam hubungan
kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang
pekerja bekerja adalah untuk memperoleh upah.

Maksud diadakan perjanjian kerja adalah agar pekerja yang dalam
perjanjian kerja telah mengikatkan diri untuk bekerja pada pengusaha dengan
menerima upah, harus mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya, pekerja
harus melakukan sesuatu berupa jasa-jasanya kepada pengusaha sebagai suatu
kewajiban yang tidak boleh dilalaikan.'” Hal demikian, tentang perjanjiannya,
dalam BW diatur pada Pasal 1314 ayat (3), yang menyatakan bahwa sesuatu
persetujuan atas beban adalah suatu persetujan yang mewajibkan masing-masing
pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Maksud memberikan sesuatu disini yaitu dalam hal perjanjian kerja, hal

ini berarti pihak pekerja harus memberikan jasa-jasa / tenaga-tenaga kerjanya

'> Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, h. 63.
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kepada pihak pengusaha dengan sebaik mungkin sesuai dengan yang telah
disepakati, misalnya pekerja diangkat sebagai tenaga kerja tata usaha dalam suatu
perusahaan, maka pekerja akan memberikan jasa / tenaga kerja sesuai dan
meliputi kerja ketatausahaan. Pekerja tidak dibenarkan oleh hukum untuk
mengerjakan pekerjaan diluar dari yang telah disepakati, dan pengusaha pun tidak
dibenarkan oleh hukum memaksakan pekerjaan kepadanya diluar yang telah
disepakati dalam perjanjian tersebut. Di pihak pengusaha, arti memberikan
sesuatu itu adalah memberikan pekerjaan yang layak, memberikan upah yang
layak yang berlaku umum dalam perusahaan tersebut. Sedangkan maksud dari
berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu adalah baik pekerja maupun pengusaha
harus berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam
peraturan kerja pada perusahaan tersebut. Pihak pekerja harus menunjukkan
effisien kerja, harus tunduk kepada perintah-perintah kerja dan harus menjauhi
larangan-larangan yang diadakan dalam perusahaan tersebut. Pihak pengusaha
harus memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pihak pekerja,
sehingga pekerja tidak akan merasa dirugikan atau merasa sulit untuk
melaksanakan kerjanya masing-masing, menjauhi hal-hal yang akan merugikan
pihak pekerja dan lain-lainnya.'®

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, agar setiap perjanjian kerja yang
diadakan itu sah, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain

yaitu:

°G. Kartasapoetra dan Rience G. Widianingsih, Pokok-pokok Hukum Perburuhan,
Armico, Bandung, 1982, h. 73-76.
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang tidak terpenuhi oleh pekerja anak berkaitan dengan ketentuan
diatas adalah kecakapan untuk membuat perjanjian karena faktor usia yang belum
dewasa. Akan tetapi hukum perdata masih memperkenankan anak membuat
perjanjian atas kuasa yang diberikan oleh orang tuanya atau walinya baik secara
lisan maupun tertulis.

Menurut Pasal 1601 g ayat (1) BW menyatakan bahwa seorang belum
dewasa adalah cakap membuat perjanjian perburuhan sebagai buruh, jika ia untuk
itu dikuasakan oleh wakilnya menurut undang-undang, baik dengan lisan maupun
tertulis. Pada Pasal 1601 g ayat (2) BW dinyatakan bahwa surat kuasa lisan hanya
dapat berlaku untuk pembuatan suat perjanjian perburuhan tertentu. Jika si belum
dewasa belum berusia genap delapan belas tahun, maka si kuasa itu harus
diberikan di hadapan si majikan atau siapa yang mewakilinya. Pasal 1601 g ayat
(3) BW dinyatakan bahwa kuasa tersebut tak dapat diberikan dengan bersyarat.
Pasal 1601 g ayat (4) BW menyatakan bahwa jika kuasa diberikan tertulis, maka
si belum dewasa diwajibkan menyerahkan surat kuasa kepada si majikan, yang
harus segera mengirimkan suatu salinan yang ditandatangani kepada si belum
dewasa dan pada waktu berakhirnya hubungan kerja mengembalikan surat kuasa
tersebut kepada si belum dewasa atau orang-orang yang mendapat hak dari
padanya. Pasal 1601 g ayat (5) BW menyatakan bahwa sekadar tidak secara tegas

dikecualikan dengan dibuatnya syarat-syarat tertentu, maka didalam segala hal

yang mengenai perjanjian perburuhan yang dibuat berdasarkan kuasa yang telah
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diberikan itu, si belum dewasa dipersamakan dengan orang yang dewasa, dengan
tidak mengurangi ketentuan ayat ke tiga pasal 1602 £ BW. Namun itu ia tidak
dapat menghadap di muka Hakim jika tidak dibantu oleh orang yang diwajibkan
mewakilinya menurut undang-undang, kecuali jika kepada Hakim ternyata bahwa
orang tersebut tidak mampu menyatakan kehendaknya.

Pada Pasal 1601 h BW dinyatakan bahwa jika seorang belum dewasa yang
belum cakap untuk membuat suatu perjanjian perburuhan, telah membuat suatu
perjanjian dan karena itu selama enam minggu telah melakukan pekerjaan di
bawah perintah majikan, dengan tiada perlawanan dari pihak wakilnya menurut
undang-undang, maka dianggaplah ia telah dikuasakan dengan lisan oleh
wakilnya itu untuk membuat perjanjian perburuhan tersebut.

Hukum perdata juga mengatur mengenai berakhirnya hubungan kerja
antara pekerja anak dan pengusaha yang diterbitkan dari perjanjian, hal ini
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1603 m ayat (1) BW yang menyatakan
jika wakil menurut undang-undang dari seorang belum dewasa berpendapat,
bahwa perjanjian perburuhan yang dibuat oleh si belum dewasa itu akan
mempunyai akibat, atau sudah mempunyai akibat yang merugikan bagi si belum
dewasa, atau pula jika ia berpendapat, bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam
surat kuasa yang diterangkan dalam pasal 1601 g BW tidak dipenuhi, maka
bolehlah ia memajukan permohonan tertulis kepada Hakim di tempat dimana si
belum dewasa sesungguhnya berdiam, supaya perjanjian perburuhan tersebut
dinyatakan putus. Pasal 1603 m ayat (2) BW menyatakan bahwa Hakim takkan

meluluskan permohonan, melainkan setelah mendengar atau memanggil dengan
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sah si belum dewasa si majikan dan lagi balai harta peningggalan jika si belum
dewasa berada di bawah perwalian dimana balai harta peninggalan itu menjadi
wali wangsanya. Pasal 1603 m ayat (3) BW menyatakan jika Hakim mengabulkan
permohonan, ia menetapkan pada waktu mana hubungan kerjanya akan berakhir.
Pasal 1603 m ayat (4) BW dinyatakan bahwa terhadap penetapan tersebut tidak
ada jalan untuk melawannya, kecuali adanya kekuasaan Jaksa Agung untuk
semata-mata demi kepentingan undang-undang, memajukan permintaan kasasi
terhadap penetapan tersebut.

Dalam Pasal 68 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Akan tetapi menurut Pasal 69 ayat (1) ada pengecualian bagi anak berumur antara
13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan
ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental,
dan sosial. Dalam Pasal 69 ayat (2) diatur mengenai pengusaha yang

mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan antara

lain yaitu:

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah;

€. keselamatan dan kesehatan kerja

f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan uraian-uraian tersebut di atas. maka dapat dikemukakan tentang

arti dari perjanjian kerja, baik bagi pekerja maupun pengusaha yaitu agar terdapat
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kepastian yang sah, mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus

dipenuhi dan diperoleh masing-masing pihak.

2 Hak dan Kewajiban Pengusaha dalam mempekerjakan Pekerja Anak

Upaya dari pemerintah di negara-negara berkembang untuk mengatasi
masalah pekerja anak pada sekitar satu abad terakhir ini berjalan sangat lambat
dan alot. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran serta sementara argumentasi yang
berkembang di masyarakat yang berpandangan antara lain:'’

a. pendidikan yang ada sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak
keluarga miskin dan bahkan menjauhkan mereka dari lingkungannya;

b. anak diperlukan untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga
khususnya bagi keluarga-keluarga miskin;

c. pekerja anak diperlukan agar produk-produk industri tertentu memiliki
daya saing yang lebih tinggi;

d. undang-undang atau peraturan mengenai pekerja anak tidak mungkin
untuk dilaksanakan mengingat begitu banyak perusahaan yang
mempekerjakan mereka;

e. anggapan bahwa pemerintah tidak sepatutnya mencampuri keinginan
orang tua terhadap apa yang dirasakan mereka paling bermanfaat bagi

anak-anak mereka sendiri.

"7 Pandji Putranto, Konvensi-konvensi yang berkaitan dengan Permasalahan Pekerja
Anak, dalam Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, Peke -ia Anak: Masalah, Kebijakan dan
Upaya Penanganannya, Lutfansah Mediatama, Januari 2000, h. 89.
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Respons Internasional terhadap permasalahan pekerja anak ini tidak
semata hanya dan harus terbatas kepada standar perburuhan internasional saja.
Namun terdapat berbagai instrumen internasional lainnya yang sangat relevan
dengan permasalahan pekerja anak yaitu antara lain:'®
I". The Universal Declaration of Human Right, 1948

Yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilahirkan

tahun 1948 yang merupakan dokumen yang sangat penting. Dalam Pasal 4

Deklarasi HAM ini disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa berada dalam

perbudakan (slavery) atau perhambaan (servitude). Perbudakan dan

perdagangan budak belian telah dilarang dalam segala bentuk. Dalam

Pasal 5 Deklarasi HAM ini disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa

menjadi korban penyiksaan (turtore), atau kekejaman (cruel), perbuatan

tidak manusiawi dan penurunan derajat kemanusiaan.
2% The Convention for Suppression of the Traffic in Persons and the

Exploitation of the Prostution of others, 1949

Yakni konvensi tentang penindasan dari perdagangan manusia dan

eksploitasi dari pelacuran. Konvensi ini merupakan instrumen

internasional yang hanya menentukan perdagangan manusia dan
eksploitasi dalam pelacuran. Konvensi ini termasuk juga dalam konteks

perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran.

' Ibid, h. 90.
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3. The Slavery Convention (1926) and The Supplementary Convention on

the Abolition of Slavery (1956)

Yakni konvensi tentang perbudakan tahun 1926, dan suplemen konvensi

tentang penghapusan perbudakan, perdagangan budak belian dan praktek

yang disamakan dengan perbudakan tahun 1956. Suplemen konvensi
tahun 1956 memperluas lingkup definisi yang termaktub dalam konvensi

1926, dimana perbudakan termasuk praktek dan institusi perbudakan yang

muncul dalam perkawinan dan eksploitasi anak-anak yang sedang

tumbuh. Pasal 1 konvensi ini menyatakan bahwa anak adalah orang yang
berusia dibawah 18 tahun. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa negara-negara
peserta harus membuat batasan usia untuk kawin.

4, International Convenant on the Human Right, 1966

Yakni instrumen internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik

tahun 1966. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa

menjadi subyek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan
penurunan derajat manusia.

Konvensi Hak-hak Anak yang disahkan oleh majelis umum PBB pada
tanggal 2G November 1989 bertujuan untuk melindungi standar universal bagi
hak-hak anak dan melindungi anak-anak terhadap tindakan penyia-nyian,
eksploitasi dan penyalahgunaan. Dengan demikian Konvensi Hak-hak Anak

merupakan piranti standar perlindungan terhadap anak-anak agar dapat tumbuh
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kembang secara wajar sesuai dengan potensi dasarnya untuk membentuk jati diri

menjadi manusia yang bermartabat dan produktif. 4
Konvensi Hak-hak Anak sekarang ini telah diratifikasi oleh 187 negara. Ini

merupakan perjanjian internasional yang secara universal paling banyak

diratifikasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang pertama kali meratifikasi

Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal

25 Agustus 1990. Oleh karena itu, Indonesia memiliki komitmen untuk

melaksanakan seluruh rangkaian hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal

Konvensi Hak-hak Anak tersebut.?’

Secara garis besar Konvensi Hak-hak Anak mencantumkan hak-hak anak
yang dapat dikategorikan dalam:*'

a. Hak-hak kelangsungan hidup yang mencakup hak hidup dan hak
memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai;

b. Hak-hak tumbuh kembang yang mencakup semua jenis pendidikan
(formal dan non formal) dan hak menikmati standar kehidupan yang layak
bagi tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial;

c. Hak-hak perlindungan yang mencakup perlindungan terhadap
diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan bagi anak-anak

tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi;

' Ibid, h. 105.
2 1bid

2 Ibid, h. 106.
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d. Hak-hak partisipasi yang meliputi hak anak untuk menyampaikan
pendapat / pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak
itu.

Pada tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (KHA) seringkali disebut
sebagai instrumen internasional yang paling komprehensif, sejauh menyangkut
masalah perlindungan dan kesejahteraan anak, khususnya dalam hubungannya
dengan anak yang bekerja. Satu-satunya ketentuan yang menyangkut pekerja anak
dalam KHA terdapat di dalam Pasal 32, yang menyatakan bahwa:**

1. Negara peserta akan mengakui hak anak atas perlindungan dari eksploitasi
ekonomi dan dari pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu
pendidikan anak, atau yang merugikan kesehatan atau mengganggu
pendidikan fisik, mental spiritual, moral, atau sosial anak.

24 Negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi,
sosial dan pendidikan guna menjamin implementasi pasal ini.
Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani,

jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 huruf a Undang-
undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang itu
mengacu kepada Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Fakir miskin dan

anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian apabila ketentuan Pasal 34

UUD 1945 ini diberlakukan secara konsekuen, maka kehidupan fakir miskin dan

anak terlantar akan terjamin.

* Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif
Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, Januari 2095, h. 206.
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Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9

mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:>

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan
Berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud
dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang
tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang
mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti
orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar,
baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 1 angka 32 PP No. 2
Tahun 1988).

b. Hak atas pelayanan
Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa
untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat (2)
Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

C. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) Undang-undang

No. 4 Tahun 1979).

* Darwan Prinst, Hui:um Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 80-
82.
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d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar (Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

e. Hak mendapat pertolongan pertama
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak
mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-
undang No. 4 Tahun 1979).

f. Hak memperoleh asuhan
Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh
negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4
Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu
dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun
sosial.

g. Hak memperoleh bantuan
Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
(Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2
Tahun 1988, bantuan itu tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu
tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat (4).

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan
Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan

yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam
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masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu
diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan
pelanggaran hukum Berdasarkan Keputusan hakim (Pasal 6 ayat (1)
Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

1. Hak memperoleh pelayanan khusus
Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus uuntuk mencapai
tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan
kesanggupannya (Pasal 7 Undang-undang No. 4 tahun 1979). Menurut PP
No. 2 Tahun 1980 (Pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk
memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan
berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani sosial.

ik Hak mendapat bantuan dan pelayanan
Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan
mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa
membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.
Hak Pekerja
Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat

dari kedudukan atau status dari seseorang. Demikian juga pekerja mempunyai

hak-hak karena statusnya itu. Adapun hak-haknya tersebut antara lain sebagai

berikut:

1. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1601 BW);

2. Hak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6

UU No. 13 Tahun 2003);
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3. Hak untuk memperoleh dan / atau meningkatkan dan / atau
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2003);

4. Hak untuk memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti
pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah,
lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja (Pasal 18
ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003);

B Hak untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31 UU No. 13
Tahun 2003);

6. Hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan
kerja; b. moral dan kesusilaan; c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1) UU No. 13
Tahun 2003);

" Hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003);

8. Hak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1) UU No. 13
Tahun 2003);

9. Hak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (Pasal 104 ayat (1)
UU No. 13 Tahun 2003).

Hak Pengusaha

Hak pengusaha adalah sesuatu yang harus diberikan kepada pengusaha

sebagai konsekuensi adanya tenaga kerja yang bekerja padanya atau karena
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kedudukannya sebagai pengusaha. Adapun hak-hak dari pengusaha itu adalah

sebagai berikut:

1. Dapat memperhitungkan upah pekerja selama sakit dengan suatu
pembayaran yang diterima oleh pekerja tersebut yang timbul dari suatu
peraturan perundangan atau peraturan perusahaan atau suatu dana yang
menyelenggarakan jaminan sosial ataupun suatu pertanggungan (Pasal 7
PP No. 8 Tahun 1981);

P Menjatuhkan denda atas pelanggaran sesuatu hal apabila hal itu diatur
secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan
(Pasal 20 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981);

3 Minta ganti rugi dari pekerja, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian
lainnya baik milik perusahaan maupun milik pihak ketiga oleh pekerja
karena kesengajaan atau kelalaiannya (Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun
1981).

Kewajiban Pekerja

Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus
dilakukan oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Adapun kewajiban
dari pekerja adalah sebagai berikut yang diatur dalam BW:

1. Pasal 1603 BW

Si buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut

kemampuannya yang sebaik-baiknya. Sekadar tentang sifat serta luasnya

pekerjaan yang harus dilakukan tidak dijelaskan dalam perjanjian atau
reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.
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2. Pasal 1603 a BW

Si buruh diwajibkan sendiri melakukan pekerjaannya; tak bolehlah ia,
selain dengan izin si majikan dalam melakukan pekerjaannya itu
digantikan oleh orang ke tiga.

£ Pasal 1603 b BW

Si buruh diwajibkan mentaati aturan-aturan tentang hal melakukan
pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib
dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas
nama si majikan didalam batas-batas aturan-aturan undang-undang atau
perjanjian maupun reglemen, atau jika itu tidak ada, menurut kebiasaan.

4. Pasal 1603 ¢ BW

Si buruh yang bertinggal pada si majikan, harus bertingkah laku menurut
tertibnya rumah.

& Pasal 1603 d BW

Si buruh pada umumnya diwajibkan melakukan, maupun tidak berbuat
segala apa yang di dalam keadaan yang sama, patut dilakukan atau tidak
diperbuat oleh seorang buruh yang baik.

Kewajiban Pengusaha

Kewajiban pengusaha adalah suatu prestasi yang harus dilakukan oleh
pengusaha, bagi kepentingan tenaga kerjanya. Adapun kewajiban pengusaha itu
adalah sebagai berikut yang diatur dalam BW:
1. Pasal 1602 BW

Si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu
yang telah ditentukan.

A Pasal 1601 u BW

Si majikan diwajibkan kepada buruh-buruh yang bertinggal kepadanya,
memberikan kesempatan, dengan tidak dipotong upahnya, memenuhi
ibadat-ibadat agamanya, begitu pula menikmati istirahat dari
pekerjaannya, dalam kedua-dua hal secara yang ditetapkan dengan
perjanjian atau, jika itu tidak ada, menurut kebiasaan setempat.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Budi Prakoso



Skripsi

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga 35

3. Pasal 1601 v ayat (6) BW

Terhadap buruh-buruh yang belum dewasa si majikan diwajibkan
mengatur pekerjaannya sedemikian rupa, hingga mereka itu menurut
kebisaan setempat mempunyai kesempatan mengikuti pelajaran-pelajaran
dalam lembaga-lembaga untuk agama, pengajaran lanjutan, pengajaran
ulangan atau pengajaran keahlian. Tiap janji yang bertentangan dengan
aturan ini adalah batal.

4. Pasal 1602 w ayat (1) BW

Si majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan,
piranti-piranti atau perkakas-perkakas dalam mana atau dengan mana ia
menyuruh melakukan pekerjaan sedemikian rupa, begitu pula untuk
mengenai hal melakukannya pekerjaan mengadakan aturan yang
sedemikian serta memberikan petunjuk-petunjuk, hingga si buruh
diperlindungi terhadap bahaya bagi jiwa, kehormatan dan harta bendanya,
sebegitu jauh, sebagaimana dapat dituntut sepantasnya berhubung dengan
sifat pekerjaan.

b Pasal 1602 x ayat (1) BW
Si majikan diwajibkan, jika seorang buruh yang bertinggal padanya, sakit
atau mendapat kecelakaan, selama berlangsungnya perhubungan kerja,
tetapi paling lama untuk waktu enam minggu, menguruskan perawatan
dan pengobatannya sepantasnya, sekadar tentang hal itu ia tidak telah
diadakan aturan atas dasar lain.

6. Pasal 1602 y BW
Si majikan pada umumnya diwajibkan melakukan atau pun tidak berbuat
segala apa yang di dalam keadaan yang sama sepatutnya harus dilakukan
atau tidak diperbuat oleh seorang majikan yang baik.

i Pasal 1602 z ayat (1) BW
Si majikan diwajibkan pada waktu berakhirnya perhubungan kerja, atas
permintaan si buruh, memberikan kepadanya sepucuk surat pernyataan
yang ditandatangani olehnya.
Pengakuan dan perlindungan hak-hak anak bertujuan agar mereka dapat

tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh

mungkin anak-anak dari berbagai ancaman dan gangguan, yang mungkin datang
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dari luar lingkungannya, maupun dari anak itu sendiri. Misalnya, perlakuan tidak
wajar, berupa tindakan yang merupakan kelalaian dan kezaliman, kekerasan,
penyalahgunaan atas diri anak (eksploitasi), serta diskriminasi sosial dan

penelantaran anak.
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BAB I
HAK-HAK NORMATIF PEKERJA ANAK DI BIDANG KESEHATAN
DAN KESELAMATAN KERJA

I. Pengaturan Kesehatan bagi Pekerja Anak

Tujuan yang mendasar dari seorang anak ialah bahwa ia dapat tumbuh dan
berkembang menjadi seorang dewasa yang matang pembawaannya dan
menunjukkan bahwa ia memiliki kesehatan serta kesegaran jasmani mental yang
optimal. Untuk itu diperlukan perawatan orang tua dan lingkungan yang baik.
Adapun lingkungan yang baik adalah keluarga.”* Keluarga adalah lingkungan
yang paling terkecil. Seorang anak tumbuh dan berkembang pertama kali yaitu
dari lingkungan keluarganya. Faktor lingkungan keluarga sangat menentukan
watak dan kepribadian si anak tersebut nantinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu
perhatian, kasih sayang dan perawatan dari orang tua kepada si anak, agar si anak
dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.

Tumbuh dan berkembang itu merupakan proses yang berkelanjutan,
meskipun ada pengaruh baik atau buruk dari luar. Tubuh manusia mengikuti suatu
pola umum walaupun dalam pola itu terdapat variasi yang individual sifatnya.

Yang dimaksud dengan tumbuh adalah perubahan dalam ukuran sebagai hasil dari

* Iskandar Al Budiman, Ancaman Keselamatan dan Kesehatan bagi Proses Tumbuh
Kembang Pekerja Anak, dalam Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, Pekerja Anak: M asalah,
Kebijakan, dan Upaya Penanganannya, Lutfansyah Mediatama, Januari 2000, h. 67.

37
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multiplikasi sel-sel atau bertambahnya massa, jadi ada perubahan kuantitatif,
bertambah dalam ukuran dan struktur.”

Anak tidak saja bertambah besar fisiknya, tetapi ukuran dan struktur dari
organ-organ dalam otak bertambah. Hasil dari pertumbuhan otak, anak
mempunyai kemampuan bekerja lebih besar, untuk mengingat dan untuk membuat
pertimbangan, anak tumbuh baik fisik maupun mental. Untuk dapat memahami
tumbuh kembang anak perlu diketahui bagaimana tumbuh kembang anak itu
secara fisik maupun psikis. Sebabnya ialah karena pertumbuhan fisik dapat
mempengaruhi perilaku anak, baik langsung maupun tidak. Secara langsung ialah
misalnya seorang anak yang tumbuhnya baik akan dapat melakukan apa saja
sesuai dengan usianya, ia dapat bertanding dengan kawan sebayanya dalam
permainan atau olahraga. Tidak demikian halnya bila anak yang mendapat
kelainan.?® Kelainan ini maksudnya, bila si anak tumbuh secara tidak normal.
Maka si anak tersebut akan merasa malu dan minder jika bertemu dengan orang,
sehingga si anak tersebut tidak mau berkumpul dan bermain dengan teman-teman
sebayanya. Akibatnya si anak tersebut menjadi kurang pergaulan.

Tujuan dari perubahan-perubahan yang terjadi selama dalam
perkembangan anak, adalah agar anak itu dapat mewujudkan realisasi diri, dan
merupakan upaya untuk menjadi manusia yang sebaik mungkin, baik fisik
maupun mental. Upaya ini merupakan dorongan dan untuk dapat memenuhi

dorongan ini manusia perlu diberi kesempatan agar ia dapat menjadi manusia yang

> Ibid

% Ibid, h. 68.
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bahagia dan juga ada kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan baik.
Tercapainya tujuan tersebut juga tergantung dari kemampuan anak untuk dapat
mengatasi kendala yang dihadapi dan kemampuan itu sangat dipengaruhi oleh
kesehatannya. Anak yang sehat akan lebih mampu mengatasi kendala. Kendala itu
dapat datang dari lingkungan dimana anak dibesarkan, seperti kesempatan sekolah
atau datang dari anak itu sendiri seperti rasa khawatir timbulnya kritik sosial atau
kesehatannya kurang baik.”’

Kesehatan kerja adalah suatu aturan yang mengatur tata cara
dilaksanakannya suatu pekerjaan, sehingga dapat menjamin kesehatan pekerja.
Kesehatan kerja ini merupakan penjagaan agar pekerja melakukan pekerjaan yang
layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pengusaha yang
hendak memeras tenaga pekerja, tetapi juga ditujukan terhadap pihak pekerja itu
sendiri, di mana dan bilamana pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya
dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya. Berhubung dengan
itu ada kalanya bahwa suatu usaha perlindungan nampaknya merugikan pihak
pekerja, misalnya larangan pekerjaan anak akan mengakibatkan bahwa anak itu
tidak lagi dapat mencari nafkah sendiri untuk meringankan beban hidup orang

8

tuanya.”® Kesehatan kerja ini merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang

bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik

7 Ibid

** Prof. Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, 2003, h. 145,
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fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara

optimal. Tujuan kesehatan kerja adalah:*

a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan pekerja yang setinggi-
tingginya baik fisik, mental maupun sosial;

b. Mencegah dan melindungi pekerja dari gangguan kesehatan yang
disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja;

c. Menyesuaikan pekerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan pekerja;

d. Meningkatkan produktifitas kerja.

Agar seorang pekerja anak senantiasa dalam kondisi keseimbangan yang
sebaik-baiknya, dimana terjamin keadaan kesehatan setinggi-tingginya, maka
perlu diperhatikan 2 faktor sebagai berikut:*’

1. Beban Kerja
Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya, beban dimaksud dapat
merupakan fisik mental ataupun sosial. Seorang pekerja berat, seperti kuli
pelabuhan memikul lebih banyak beban fisik daripada beban mental atau
sosial, sebaliknya seorang manajer, tanggung jawabnya merupakan beban
mental yang relatif jauh lebih besar. Pada pekerja anak oleh karena dalam
pertumbuhan dan perkembangannya maka kerja dapat merupakan beban

fisik, mental dan sosial baginya.

** Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka
Cipta, Jakarta, 1990, h. 89.

3 1skandar Al Budiman, ep.cit., h. 69.
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2. Beban Tambahan Akibat dari Lingkungan Kerja
Sebagai tambahan kepada beban kerja yang langsung akibat pekerjaan
sebenarnya, suatu pekerjaan biasanya dilakukan dengan bahan tertentu,
alat kerja tertentu dan dalam suatu lingkungan dan kondisi kerja tertentu.
Beberapa bentuk perlindungan prioritas yang seharusnya diberikan kepada

anak-anak yang terpaksa bekerja adalah:*!

° Larangan untuk mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang menimbulkan

gangguan pada kesehatan, keselamatan dan moral anak;

° Pembatasan jam kerja dan larangan bekerja pada malam hari;
. Larangan pekerjaan mengangkat dan membawa barang berat;
° Penentuan pemeriksaan medis untuk menentukan fitness to work.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja anak adalah
larangan untuk mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang menimbulkan
gangguan kesehatan. Gangguan pada kesehatan (hazard to health) secara garis
besar dapat dibagi dalam 5 kelompok yaitu: fisik, kimia, biologik, fisiologik, dan
mental fisiologik. Adapun jenis-jenis dari hazard to health (gangguan pada
kesehatan) tersebut antara lain adalah:*?

s Physical Hazard To Health
. Suara gaduh / bising yang dapat mengakibatkan ketulian;
. Suhu yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan: Heat Stroke, Heat Cranps

dan Hyperpyrexia;

3 Ibid, h. 67.

52 Ibid, h. 69-71.
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. Suhu yang terlalu rendah dapat menimbulkan: Frost Bite, Chill Blain, dan
Trech Foot;

. Tekanan hidrostatik tinggi dan mendadak rendah dapat mengakibatkan
penyakit dekompresi (caisson disease);

. Penerangan yang kurang baik dapat merusak daya penglihatan mata;

. Radiasi meng-ion / sinar radio aktif dapat mengakibatkan: tumor ganas
kulit, anemia berat dan kanker darah leukemia;

. Radiasi tidak meng-ion yang berbahaya bagi kesehatan, antara lain: sinar
infra merah dapat menyebabkan kekeruhan lensa mata (cataract), sinar
ultra violet dapat menyebabkan radang mata dan sinar laser dapat
mengakibatkan kebutaan.

2. Chemical Hazard To Health
Bahan kimia beracun dapat menimbulkan efek pada tempat dia kontak atau
dapat juga setelah masuk ke badan dan mengikuti sirkulasi darah
menimbulkan efek keracunan pada organ tubuh (misalnya: hati, ginjal, dan
lain-lain). Secara umum dapat dikatakan bahwa bahan kimia yang
langsung menimbulkan efek pada tempat kontak adalah lebih kecil
mengancam nyawa dibandingkan dengan bahan kimia itu masuk ke dalam
dan dibawa oleh aliran darah. Cara masuk Chemical hazard antara lain
melalui: (1) dihirup melalui saluran pernapasan, (2) kontak dengan kulit
dan kadang-kadang diserap masuk aliran darah dan, (3) ditelan dan masuk
saluran pencernaan. Di sist lain, tingkat atau derajat akibat buruk chemical

hazard (keracunan) juga ditentukan dengan hal-hal yang ada pada pekerja
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itu sendiri, yakni: (1) usia, (2) derajat kesehatan umum, (3) kebiasaan.
Anak-anak lebih cepat mengalami keracunan berat daripada orang dewasa,
hal ini telah terbukti antara lain pada keracunan: benzene, lead (timbal /
timah hitam), CO (karbornmonoksida).

3. Biological Hazard To Health

. Virus dari ternak menular kepada manusia, yang mengakibatkan penyakit

kuku dan mulut;

] Bakteri dari hewan menular kepada manusia misalnya bakteri anthrax;
. Fungus (jamur) antara lain Blastomycosis, Toxoplasmosis dan lain-lain;
e Cacing, dapat menyebabkan penyakit cacing tambang;

o Tumbuh-tumbuhan, antara lain getahnya dapat mengakibatkan penyakit
kulit.

4. Physiological Hazard To Health

. Sikap badan kurang baik misal duduk di atas kursi yang terlalu tinggi dapat

mengakibatkan sakit pinggang, pada anak-anak dapat mengakibatkan

deformitas tulang;
. Kerja monoton mengakibatkan kelelahan satu otot saja;
. Kerja berdiri terus menerus dapat mengakibatkan kelelahan yang sangat

pada kaki, bengkak pada kaki dan kadang varices;
k) Mental / Psychological Hazard To Health
. Pekerjaan tidak sesuai bakat dan pendidikan;
. Pekerjaan yang terlalu banyak dan tanggung jawab berat sampai di luar

batas kemampuannya;
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. Sering mangkir;

. Kecenderungan untuk mengalami kecelakaan.

Menurut Pasal 2 Stb 1925 No. 647, seorang anak tidak boleh menjalankan
pekerjaan:

E. Di pabrik, yaitu ruangan tertutup atau dipandang sebagai tertutup di mana
untuk suatu perusahaan digunakan suatu alat listrik / atau tenaga mesin
atau lebih;

» Di tempat kerja, yaitu ruangan tertutup dimana untuk suatu perusahaan
biasanya dilakukan pekerjaan tangan bersama-sama oleh sepuluh orang
atau lebih;

B Pada pembuatan, pemeliharaan, pembetulan atau pembongkaran suatu

bangunan di bawah tanah, pekerjaan galian, bangunan air, gedung dan

jalan;
4. Pada perusahaan kereta api;
S Pada pembuatan, pembongkaran dan pemindahan barang, baik di

pelabuhan, dermaga, dan galangan, maupun di stasiun, tempat
pemberhentian dan pembongkaran, di tempat penumpukan dan gudang,
kecuali jika membawa dengan tangan;

6. Seorang anak di bawah umur pada umumnya tidak boleh memindahkan
barang untuk suatu perusahaan, jika pekerjaannya itu nyata-nyata meminta
pemerasan tenaga yang terlalu berat.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-12/M/BW/1997, tanggal 11

November 1997 menyatakan bahwa anak adalah manusia yang berusia di bawah
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18 (delapan belas) tahun, menyatakan kerja bagi anak diperbolehkan sepanjang
tidak mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial, seperti kegiatan yang
dapat meningkatkan kreativitas, membina disiplin dan menumbuhkan kemandirian
perlu dibiasakan. Surat Edaran tersebut menetapkan industri dan pekerjaan yang
dilarang bagi anak (di bawah 18 (delapan belas) tahun) adalah sebagai berikut:

Pertambangan, baik galian dipermukaan maupun di bawah tanah;
Metarulgi;

Pengelasan dan peleburan logam;

Maritim, khususnya sebagai mekanik dan juru api;

Jermal;

Usaha-usaha di kedalaman air;

Mesin yang bergerak, dalam hal ini mendekati, mengoperasikan,
mereparasi dan merawat;

Gergaji berputar;

Mengangkat dan mengangkut beban yang meminta banyak energi dan
mengubah postur;

Bekerja dengan pesawat angkat dan angkut;

Konstruksi, reparasi dan merobohkan bangunan, baik itu jalan, gedung
maupun irigasi;

Usaha perkebunan, kehutanan, pengolahan kayu dan pertanian, kecuali
pertanian keluarga untuk konsumsi lokal;

Rumah potong dan pengolahan daging;

Penyamak kulit;

Perusahaan tekstil;

Perusahaan jasa hiburan;

Produksi dan penjualan minuman keras;

Produksi dan mengedarkan bahan pornografi;

Transportasi umum, baik bagi orang maupun barang;

Industri bahan peledak baik membuat, menangani, mengangkut dan
menjual;

Industri yang dalam prosesnya menimbulkan uap, asap, debu, gas dan
polutan lainnya dalam udara;

Usaha-usaha di mana terdapat bahan radioaktif dan atau radiasi mengion;
w. Industri di mana dipakai dan diproduksi bahan kimia termasuk pelarut
organik, asbes, dan benzena;
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X. Pekerjaan di mana terdapat pemaparan terhadap bahan patogen, seperti
bekerja di rumah sakit, kebersihan kota, penanganan jenazah atau bangkai;
y. Pekerjaan yang menggunakan peralatan yang dialiri listrik.
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Selain itu Pekerja Anak juga mempunyai Hak Kesehatan Kerja. Hak akan

Kesehatan Kerja itu antara lain adalah:>

1. Bekerja sesuai waktu kerja yang menjadi ketentuan pemerintah
Pengertian waktu kerja adalah jangka waktu antara saat yang bersangkutan
harus ada untuk memulai pekerjaannya dan saat pekerja dapat
meninggalkan pekerjaan untuk menikmati waktu istirahat antara
permulaan dan akhir waktu kerja. Menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa
pengusaha yang mempekerjakan anak dilarang mempekerjakan lebih dari
3 (tiga) jam sehari dan wajib memenuhi syarat dibawah pengawasan
langsung dari orang tua atau wali, serta kondisi dan lingkungan kerja tidak
mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

3 Hak pekerja anak menikmati waktu istirahat
Dalam Peraturan-peraturan yang melindungi pekerja anak di Indonesia
tidak ada yang secara khusus mengatur mengenai waktu istirahat bagi
pekerja anak. Sehingga peraturan mengenai waktu istirahat bagi pekerja
dewasa juga diberlakukan pada pekerja anak. Macam-macam waktu
istirahat yang dapat diperoleh pekerja anak adalah:
a.lstirahat antara jam kerja

Setelah pekerja menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus

harus diadakan waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam

> Andreas Catur Prasetya, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak, Amrta, 2002, h.
81-83.

Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Budi Prakoso



ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

lamanya. Hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

b.Istirahat Mingguan
Setelah bekerja dalam kurun waktu 6 (enam) hari pekerja berhak
mendapatkan istirahat mingguan 1 (satu) hari, atau setelah bekerja 5
(lima) hari lamanya maka para pekerja berhak atas waktu istirahat 2
(dua) hari dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 70
ayat (2) huruf b Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;

c.Cuti Tahunan
Sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

d.Istirahat Panjang
Sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh
dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja yang telah
bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan
yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas
istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya
berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. Ketentuan ini
terdapat dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d Undang-undang No.13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Kesehatan adalah faktor penting dari seseorang untuk melaksanakan segala
aktifitasnya sehari-hari. Jika seseorang itu sakit, maka aktifitasnya sehari-hari bisa
ikut terganggu. Tidak terkecuali bagi seorang pekerja anak yang secara nyata
masih lemah dari segi mental. Oleh karena itu, seorang pengusaha harus
memperhatikan faktor-faktor kesehatan dari pekerja anak tersebut. Agar tercipta
suatu hubungan kerja yang harmonis, serasi, dan saling menguntungkan antara

kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan pekerja anak itu sendiri.

Z. Pengaturan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Anak
Berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksud disini adalah
yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat
kerja. Terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja menurut Sendjun H.
Manulang, yaitu:>*
1 Faktor manusianya
Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan,
salah penempatannya misalnya si pekerja lulusan Sekolah Teknologi
Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tata usaha;
2. Faktor materiilnya
Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih
murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat

menimbulkan kecelakaan;

** Sendjun H. Manulang, op.cit., h. 87.
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3. Faktor bahaya
a.Perbuatan berbahaya
Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan / kelesuan, sikap
kerja yang tidak sempurna dan sebagainya;

b.Kondisi / keadaan berbahaya

Yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin / peralatan-peralatan,
lingkungan, proses, sifat pekerjaan;
4. Faktor yang dihadapi

Misalnya kurangnya pemeliharaan / perawatan mesin-mesin / peralatan

sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Asas pokok tentang keselamatan kerja dicetuskan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Pasal 1602 w) dengan ketentuan yang mewajibkan
majikan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas, di tempat ia
menyuruh melakukan pekerjaan sedemikian rupa, sehingga buruh terlindung dari
bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya, sepanjang
mengingat sifat pekerjaan selayaknya diperlukan. Sanksi terhadap tidak
dipenuhinya kewajiban itu, ialah pengusaha wajib mengganti kerugian yang
menimpa pekerja dalam menjalankan pekerj aannya.>

Kewajiban pengusaha untuk mengganti kerugian kepada pekerja dan
memberi tunjangan kepada keluarga pekerja yang ditinggalkan kemudian diatur

secara tegas dan terperinci dalam Ongevallenregeling 1939 (Peraturan tentang

3% Prof. Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, 2003, h. 167.
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ganti rugi pada kecelakaan 1939) yang kemudian diganti dengan Undang-undang
Kecelakaan 1947.

Karena kewajiban membayar ganti rugi ini merupakan akibat dari tidak
dipenuhinya kewajiban mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas,
adalah sangat wajar bila pengusaha itu sebelumnya diberitahu dengan cukup jelas
bagaimana harus memelihara ruangan, alat dan perkakas itu sedemikian rupa
sehingga tidak menimbulkan kecelakaan.

Kecelakaan di pabrik itu sebenarnya bukanlah terjadi karena kebetulan
saja, melainkan hampir semuanya mempunyai sebab-sebab yang dapat diketahui
dan dapat dicegah. Usaha untuk mengurangi kerugian karena kecelakaan bukanlah
hal baru dari abad mesin. Penggunaan mesin di perusahaan dimulai belum lama
berselang dan karena itu tidaklah mengherankan bahwa penjagaan keselamatan
kerja sudah dimulai lama sebelum itu, yaitu pada perusahaan tambang, salah satu
perusahaan yang tertua dan yang paling berbahaya dari semua perusahaan.
Perusahaan yang paling berbahaya meliputi industri baja, industri kayu, industri
berat (pabrik mesin, pabrik kendaraan), dan lain-lain.*

Pada umumnya kecelakaan itu terjadi tidak karena mesin yang sangat
membahayakan, seperti gergaji yang berputar, mesin pengecoran plat baja dan
perkakas pengempaan atau karena bahan yang membahayakan seperti bahan
peledak gas yang mudah terbakar, tetapi karena hal-hal yang sangat biasa seperti

tersandung, jatuh, kejatuhan barang.’’

38 Ibid, h. 175-176.

57 Ibid
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Jadi, faktor keselamatan ini tidak bergantung dari pihak pengusaha saja
yang harus memperhatikan keselamatan dari pekerjanya, misal pihak pengusaha
harus selalu memperhatikan segi keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja,
melainkan faktor keselamatan ini juga bergantung dari pihak pekerja itu sendiri.
Acap kali kecelakaan terjadi disebabkan orang yang menjadi korban itu sendiri
seperti kurang berhati-hati dan kurang keahliannya.’®

Peraturan yang memuat aturan-aturan itu, yang bertujuan menjaga
keselamatan kerja pekerja dari bahaya kecelakaan disebut peraturan keamanan
kerja. Penjagaan secara umum terhadap bahaya kecelakaan awalnya diatur dalam
Reglement houdende bepalingen tot beveiliging bij het verblijiven in fabrieken en
werkplaatsen (Peraturan tentang Pengamanan dalam Pabrik dan Tempat kerja)
atau disingkat Veiligheidsreglegement (Stbl. 1905 No. 521). Reglement ini pada
tahun 1910 diganti dengan peraturan baru dengan nama Veiligheidsreglegement
(Stbl. 1901 No. 406). Veiligheidsreglegement 1910 ini akhirnya telah diganti
dengan peraturan nasional kita sendiri, yaitu Undang-undang Keselamatan Kerja
dari Tahun 1970.%

Ruang lingkup keamanan kerja dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970
adalah keselamatan kerja, dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah,
di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah
kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Sementara tempat kerja adalah tiap

ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja

38 Ibid

5 Ibid, h. 168.
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bekerja atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di

mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci pada

Pasal 2 termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan

sekelilingnya yang merupakan bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja

tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 menentukan, bahwa
tempat-tempat yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tempat-tempat sebagai
berikut:

a. Dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas,
peralatan, atau instansi yang berbahaya atau dapat menimbulkan
kecelakaan, kebakaran atau peledakan;

b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau
disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar,
menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;

& Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau
pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan
perairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di
mana dilakukan pekerjaan persiapan;

d. Dilakukan usaha, pertanian, perkebunan, pembukaan kantor, pengerjaan
hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan

dan lapangan kesehatan;
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€. Dil_akukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas. perak, logam atau
biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di
permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;

f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan,
melalui terowongan, di permukaan air, di dalam air maupun di udara;

g. Dikerjakan bongkar muat barang di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun
atau gudang;

h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam

air;

i. Dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau
perairan;

J- Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau
rendah;

k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah,

kejatuhan, terkena pelentingan benda, terjatuh atau terpeleset, hanyut atau

terpelanting;
Il Dilakukan pekerjaan di dalam tangki sumur atau lubang;
m. Terdapat atau penyebar suhu, kekebalan, debu, kotoran, api, asap, uap,

gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
0. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi

atau telepon;
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p- Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset
(penelitian) yang menggunakan alat teknik;

q. Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau
disalurkan listrik, gas, minyak atau air;

I. Diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi
lainnya yang memakai peralatan instalasi listrik atau mekanik.

Termasuk juga ke dalam tempat kerja ini adalah ruangan atau lapangan
lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau
yang berada di ruangan atau lapangan itu. Tujuan dari keselamatan kerja sesuai
dengan Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 adalah sebagai berikut:

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

CA Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu
kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya;

-, Memberi pertolongan pada kecelakaan;

18 Memberi alat perlindungan diri kepada pekerja;

g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu,
kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar
atau radiasi, suara dan getaran;

h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik
maupun psikis, penyaluran infeksi dan penularan;

1. Memperoleh penerangan yang cukup sesuai;
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j- Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik;

k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

1. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara

dan proses kerjanya;

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, atau
tanaman atau barang;

0. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

p. Mengamankan dan memperlakukan pekerjaan bongkar muat dan
penyimpanan barang;

qg. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

I Menyesuaikan dan mempergunakan pada pekerjaan yang berbahaya
kecelakaan menjadi bertambah tinggi;

Perkembangan zaman saat ini semakin maju dengan pesat. Oleh karena itu,
perincian tersebut di atas dapat diubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan,
teknik, dan teknologi atau suatu pendapatan baru di kemudian hari.*’

Untuk melakukan pengawasan atau pelaksanaan peraturan ini dilakukan
oleh Direktur Pengawasan Perburuhan dan Keselamatan Tenaga Kerja.
Pengawasan langsung dilakukan oleh Pegawai Pengawasan dan Ahli keselamatan
Kerja. Ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-
undang ini maka sesuai Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1920, pengurus

diwajibkan menuliskan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik

* Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000, h. 216.
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dari pekerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat
pekerja yang diberikan padanya.

Penjelasan ini harus dilakukan secara berlaku kepada dokter yang dituju,
misalnya sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 pegawai diwajibkan

menjalankan kepada tiap pekerja baru tentang:

a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;

b. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat
kerjanya;

g Alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

d. Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan seorang tenaga

kerja, pekerja dapat dipekerjakan, apabila ia telah memahami syarat-syarat
tersebut diatas.

Untuk itu, pengusaha wajib mengadakan pembicaraan kepada setiap

pekerjanya untuk:*'

a. Pencegahan kecelakaan atau pemberantasan kecelakaan;
b. Pemberantasan kecelakaan;

8 Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja;

d. Pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

Guna pemasyarakatan keselamatan kerja, maka Menteri Tenaga Kerja
berwenang membentuk Panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
Tujuannya untuk memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan

partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja di tempat kerja

1 Ibid, h. 216-217.
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untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja. Hak dan martabat kemanusiaan yang mendapatkan perlindungan.
pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan ini pada
gilirannya akan memotivasi peningkatan produktivitas kerja dari para pekerja

tersebut.
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BAB 1V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Antara pihak pengusaha dan pekerja anak terjalin suatu hubungan kerja.
Hubungan kerja tersebut harus diawali terlebih dahulu dengan adanya
suatu perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak
mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, ditaati dan
dihormati oleh masing-masing pihak. Kewajiban pengusaha adalah
memberikan upah kepada para pekerja anak. Dengan terpenuhinya upah
maka akan memotivasi peningkatan produktivitas kerja dari para pekerja
anak tersebut.

b. Faktor kesehatan dan keselamatan pekerja bagi pekerja anak adalah faktor
penting yang harus diperhatikan oleh para pengusaha dan pekerja anak
agar tercipta suatu hubungan kerja yang harmonis, serasi dan saling
menguntungkan antara kedua belah pihak tersebut. Tapi pada
kenyataannya, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja
anak selama ini kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dari
pengusaha, pekerja anak itu sendiri, maupun juga orang tua dari pekerja
anak. Padahal, kesehatan kerja ini sangat penting, karena untuk
meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan pekerja anak yang
setinggi-tingginya baik fisik, mental, maupun sosial (pekerja anak dari

segi usia, mereka masih lemah baik fisik, mental, sosial). Selain itu, untuk

58
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melindungi pekerja anak dari gangguan kesehatan (hazard to health).
Faktor keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah dan mengurangi
kecelakaan kerja, mengurangi kemungkinan risiko dan bahaya yang

terjadi di tempat kerja.

2. Saran

a. Aturan yang telah ada perlu dilaksanakan secara tegas, supaya tidak
terjadi kesewenang-wenangan atau perlakuan yang kasar dan tidak adil
oleh pengusaha terhadap pekerja anak. Hubungan kerja yang terjalin
antara pengusaha dan pekerja anak supaya berjalan dengan baik dan saling
menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga, taraf kesejahteraan anak
sebagai pekerja dapat meningkat. Kesejahteraan yang terjamin dan dengan
adanya suatu perlindungan hukum akan mc;motivasi peningkatan
produktivitas kerja dari para pekerja anak tersebut.

b.  Pihak pengusaha harus lebih memperhatikan faktor kesehatan para pekerja
anak. Selain itu harus memperhatikan juga faktor keselamatan dari pekerja
anak. Misal pihak pengusaha harus selalu memperhatikan segi keamanan
dan kenyamanan di lingkungan kerja, supaya suasana kerja berjalan
dengan baik, lancar dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
Pihak pengusaha harus menempatkan para pekerja anak sesuai dengan
keahliannya. Di sisi lain, dari pihak pekerja anak itu sendiri harus lebih
berhati-hati, mawas diri dan tidak ceroboh di tempat kerja, supaya tidak

terjadi kecelakaan di tempat kerja. Selain itu, berkaitan dengan perjanjian
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kerja tertulis yang dibuat. jika perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja
anak tersebut dalam bentuk tertulis, maka akan lebih mudah untuk
menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pekerja anak, yakni dengan

cara memasukkan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
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